
BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    62    TAHUN2022

TENTANG

SALINAN

PEDOMAIN PENIUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN MIMIRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa   berdasarkan   ketentuan   dalarn   Pasal   56   Ufldang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
setiap   instansi   Pemerintah   wajib   menyusun   kebutuhan
jumlah  dan jenis jabatan  PNS  bedasarkan  analisis jabatan
dan analisis beban kelja;

b.     bahwa  untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan
terutama penataan sumber daya manusia aparatur, penataan
kelembagaan,    penataan    ketatalaksanaan    dan    penataan
kepegawalari     yang     berbasis     kompeteflsi     dart     kifletia
diperlukan  analisis jabatan,  analisis  beban  kerja jabatan  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;

C. bahwa  berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana  dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan
Peraturan   Bupati   tentang   Pedoman   Penyusunan   Analisis
Jabatan, dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika.

Mengingat     :1.     Undang    -Undang    Nomor     12    Tahun     1969     tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten -
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1969   Nomor   47,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
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2.     Undang    -    Undang    Nomor    45    Tahun     1999    tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat,   Kafoupa,teri   Par±iat,   Kabupaten   M±m_ika.,   Ka_bupa_terl_
Puncak  Jaya  dan  Kota  Sorong  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   1999   Nomor   173,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3.     Undang =  Undang  Nomor    21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
lfidonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Taffibahan   Ileffibaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151);  sebagaimana  telah
diubah    beberapa   kali    terahkir    dengan    Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi    Papua    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    2021    Nomor    155,   Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

4.     Undang-Undang Nomor 12 Tariufl 2011 `tefltang peffibentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234);  sebagaimana telah
diubah   dengan   UndangTundang   Nomor    13   Tahun   2022
tentang  Perubahan  Kedua    Atas  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor  143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

5.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

6.     Undang=Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahafl Lembarafl Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kelja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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7.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2016    NomQr    ±±4,    Ta±I±bahan    Lembaran    NegaEra_
Republik- Iiaonesia  Nomor  5887)  sebagaimana  telah  dubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

8.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    11    Tahun    2017    tentang
Manajemen Pegawal Negeri  Sipil  (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2017   Nomor   63,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6073) ;

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    49    Tahun    2018    tentang
Manajemen   Pegawai   Pemerintah   dengan   Perjanjian   Kerja
{Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

10.   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Standar
Kompetensi  JabataLri  Aparafur  Sipil  Negara  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

11.   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi    Birokrasi    Nomor    41    Tahun    2018    tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan   Instansi   Pemerintah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor  1273);

12.   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Pedoman
Analisis  Jabatan  dan  Analisis  Beban  Kerja  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

13.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2017
tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi  Perangkat
Daerah   Kabupaten   Mimika   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Mimika   Tahun   2017   Nomor   4,   Noreg   Peraturan   Daerah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017).
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MEMUTUSRAN:

Menetapkan       :      PERATURAN   BUPATI   TENTANG   PEDOM_A_N   PENYUSUNA_N
ANALISIS      JABATAN      DAN      ANALISIS      BEBAN      KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara
Pemerintahari Daerah yang   memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.     Gubernur adalah Gubernur papua;
4.     Bupati adalah Bupati Mimika.

5.     Perarigkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD adalah sekretariat Daerah,
Sekretariat  DPRD,  Inspektorat,  Badan,  Dinas  dan  Distrik  di  Lingkungan
Pemerintah Daerah.

6.     Aparatur  Sipil  Negara yang  selanjutnya  disingkat ASN  adalah  profesi  bagi
pegawai negeri  sipil dan pegawai pemerintah dengan peq.anjian kerja yang
bekelja pada instansi pemerintah.

7.     Pegawai Negeri  Sipil yang  selanjutnya disingkat  PNS  adalah  warga negara
Indonesia yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  pegawai  ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

8.     Pegawal  Pemerintah  dengan  Peq'anjian  Keria  yang  selanjutnya  disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9.     Jabatan  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan  tugas,  tanggung  jawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan orgariisasi.

10.   Jabatan  Administrasi  yang  selanjutnya  disingkat  JA  adalah  sekelompok
Jabatan yang  berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11.   Jabatan   Fungsional  yang   selanjutnya  disingkat  JF  adalah   sekelompok
Jabatan   yang   berisi   fungsi   dan   tugas   berkaitan   dengan   pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12.   Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
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13.   Pejabat   Pembina   Kepegawaian   yang   selanjutnya   disingkat   PPK   adalah
pejabat    yang    mempunyai    kewenangan    menetapkan    pengangkatan,
pem±r±dahar±,  dan pemberherltian Pegawa± ASN dari pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

14.   Analisis    Jabatan    yang    selanjutnya    disingkat    Anjab    adalah    proses
pengumpulan,   pencatatan,   pengolahan   dan   penyusunan   data  jabatan
menj adi informasi j abatan.

15.   Analisis   Beban   Kerja   yang   selanjutnya   disingkat   ABK   adalah   teknik
manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  kerja  organisasi  berdasarkan
volume kerja.

16.   Peta Jabatan  adalah  susunan mama  dan tingkat jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur
unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling
tinggi.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :
a.   sebagai  pedoman/acuan  mekanisme  pelaksanaan  penyusunan  Anjab  dan

ABK di lingkungan pemerintah daerah;
b.   memberikan  panduan  dalam  mengumpulkan,  mengolah,  memvalidasi  dan

mengevaluasi penyusunan Arij.ab dan ABK di lingkungan pemerintah daerah;
dan

c.   sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  kebijakan  di  bidang  kelembagaan,
ketatalaksanaan,   kepegawaian,   perencanaan   kebutuhan,   pendidikan  dan
pelatihan.

Pasal 3

Tujuan   Peraturan   Bupati   ini   adalah   terwujudnya   penataan   sumber   daya
aparatur,  kelembagaan  dan  ketatalaksanaan  yang  berbasis  kompetensi  dan
kinefja.

BAB Ill
SASARAN

Pasal 4

Sa8aran disusunnya pedoman Anjab dan ABK adalah :
a.   tercapainya kelja sama pengertian dan pemahanan dalaln penyelenggaraan

penyusunan Anjab dan ABK;
b.   terwujudnya  keterpaduan   penyelenggaraan   penyusunan  Anjab   dan  ABK

dengan unsur lainnya dalam linBkup penataan SDM Aparatur;
c.   terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan Anjab dan ABK;
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d.   terwujudnya  informasi  jabatan  yang  dapat  mendukung  dalam  penataan
kelembagaan,    ketatalaksanaan,    sumber    daya   manusia   aparatur    dan
perLgawasan; dan

e.   basis  data  informasi  jabatan  yang  waktu  nyata  (reaztzme)  bagi  penataan
Organis`asi Pemerintah Daerah.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)    Setiap  PD/Unit  Kelja  wajib  melaksanakan  Anjab  dan  ABK  sebagai  alat
untuk menyusun informasi jabatan, peta jabatan dari uraian jabatan.

(2)    Unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi Anjab dan
ABK mengkoordinasi penyusunan Anjab dan ABK pada PD.

BABV
ASPEK

Pasal 6

(1)    Aspek  Pokok  yang  dianalisis  pada  Anjab  dan  ABK  adalah  pelaksanaan
pekerjaan  yang  menjabarkan  fungsi-fungsi  yang  ada  di  setiap  unit  kerja
yang terlihat pada pelaksanaan tugas oleh sermua aparatur pada uflit keria
dimaksud.

(2)    Aspek  lain  Anjab   adalah  bahan=bahan  yang  digunakan  dalam  bekerja
berikut peralatan  kerjanya,  keadaan  tempat kerja,  serta hal-hal  lain yang
meffipengaruhi kemampuafi keH. a.

(3)    Aspek yang dianalisa pada ABK adalah :
a. norma waktu;
b. volume kerja; dan
c. jam kerja efektif.

(4)    Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan dan teknis penyusunan Anjab
dan ABK  berpedoman  pada  lampiran yang  merupakan  bagian yang tidak
`terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
JABATAN ASN

Pasal 7

(1)    Jabatan ASN terdiri atas :
a.   jabatan administrasi;
b.   jabatari fuflgsioflal;dan
c.   jabatan pimpinan tinggi.
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(2)    Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri
atas :
a.   jabatar± administrator;
b.   jabatan pengawas;dan
c.   jabatan pelaksana.

(3)    Jabatan  fungsional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  terdiri
atas:
a.   jabatan fungsional keahlian;dan
b.   jabatan fungsional keterampilan.

(4)    Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimak9ud pada ayat (3) huruf a,
terdiri atas:
a.   ahli utama/utama;
b.   ahli madya/madya;
c.   ahli muda/muda;dan
d.   ahli pertama/pertama.

(5)    Jabatan fungsional keterampilan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, terdiri atas :
a.   penyelia;
b.   pelaksana lanjutan;
c.    pelaksafla;dan
d.   pelaksana pemula.

(6)    Jabatan pimpinan Tinggi yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB VII
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 8

(1)    Pr®ses  pelaksanaan  Afljab  dan  ABK  dilakukan  deflgan  tahapari  sebagal
berikut:
a.   persiapan;
b.   penyusunan informasi jabatan; dan
c.   penetapan hasil akhir.

(2)    Persiapan    sebagainana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a,    berupa
perencanaan  poses,  pembentukan  tim,  pemberitahuan  kepada  PD  yang
menjadi sasaran dan penyampaian formulir Anjab dan ABK serta petunjuk
pengi§iannya.
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(3)    Penyusunan informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b,  berupa  pengumpulan  data jabatan,  pengolahan  data jabatan,  verifikasi
dan penyempurnaan hasil penyusunan.

(4)    Penetapan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurHf c, berupa
panyajian data dan pengesahan dalam Peraturan Bupati serta input dalam
sistem aplikasi informasi jabatan.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana

Pasal 9

Pembe.ntukan  tim  sebagai`mana  dimakud  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)    Persyaratan  untuk  dapat  diangkat  menjadi  ariggota Tim  Peraksana Anjab
dan ABK adalah;
a.   PNS dan/atau PPPK yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan

teknis Anjab serta ABK; dan/atau
b.   syarat   objektif  lain  yang   ditenti=]kan   oleh   pej`abat   yang   berwenang,

termasuk  pengalaman  dan  kemampuan  lain  yang  diperlukan  dalam
pelaksanan tugas tim.

(2)    Susunan keanggotaan Tim pelaksana Anjab dan ABK terdiri atas :
a.   seorang ketua merangkap anggota:
b.   seorarig se`kretaris merangkap anggota; dan
c.   paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, termasuk ketua dan sekretaris.

(3)    Untuk  menjamin   objektivitas   dalam   pelaksanaan   analisis  jabatan   dan
analisis  beban  kerja,  kriteria jumlah Tim  Pelaksana Analisis Jabatan  dan
Analisis Beban ketia aflggota Tin Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis
Beban kerja ditetapkan dalam jumlah ganjil.

(4)    Ketua  Tim  Pelaksana  Analisis  Jabatan  dan  Analisis  Beban  kelja  dapat
ditunjuk  seorang  pejabat  JPI`  Pratama  atau  Administrator  yang  secara
fungsioflal beltanggung jawab di bidang organisasi dan/atau kepegawaiarL.

(5)    Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban kelja dapat
ditunjuk    paling    rendah    seorang    pejabat    Pengawas    yang    memiliki
kemampuan dan pengalaman teknis di bidang analisis jabatan dan anali`sis
beban kelja atau Pejabat Fungsional yang membidangi analisis jabatan dan
analisis beban kelja.
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Bagian Ketiga
Tugas Tim Pelaksana

Pasal 1 1

(1)    Tugas Ketua Tim pelcksana Anjab den ARK adahah :
a.   membuat rencana keria pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban

Kelja;
b.   memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kelja; dan
c.   menyampaikan  hasil  pelaksanaan  analisis jabatan  dan  analisis  beban

kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
(2)    Tugas Sekretaris Tim Pelaksana Anjab dan ABK adalah :

a.   membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
b.   menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
c.   menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
d.   mempersiapkan   segala   sesuatu  yang   diperlukan   untuk   kelancaran

pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
e.   melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban Keria

kepada Ketua Tim.
(3)    Tugas Anggota Tim pelaksana Anjab dan ABK adalah :

a.   menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
b.   mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan

merlyusunrrya menjadi informasi jafoatan';
c.   melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan

analisis jabatan dan analisis beban Kerja;
d.   menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban Kelja; dan
e.   melaporkan hasil penyu`sunan analisis jabatan d_an analisis beban keria_

kepada Sekretaris Tim.

Bagian Keempat
Waktu Pelaksanaan

Pasal 12

Anjab  dan ABK dilakukan  setiap  tahun  sebagai  evaluasi  terhadap  hasil Anjab
dan ABK serta hasil perkembangan penataan organisasi tahun sebelumnya.

BAB VIII
HASIL

Pasal  13

(1)    Hasil penyusunan Anjab dan ABK pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh
Bupati.

(2)    Hasil  Anjab  d`an  ABK  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disafiipaikan
kepada  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi
dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  serta  Kementerian  Dalam  Negeri
melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
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(3)    Penyampaian hasil Anjab dan ABK kepada Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan sistem aplikasi elektronik.

(4)    Hasil  Penyusunan  Anjab  dan  ABK  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan
Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan

BAB IX
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JABATAN

Pasal 14

(1)    Dalam  rangka  penerapan   gooc!  got/emance  dan   czecin  got/e77icirLce,   serta
pengembangan    e¥goz/emmerLt    di    bidang    manajemen    kepegawalan    di
lingkungan pemerintah daerah, maka dapat dikembangkan sistem informasi
jabatan.

(2)    Sistem informasi Jabatan dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan
sistem informasi terkait kepegawaian.

(3)    Pengembangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh
Perangkat  Daerah yang membidangi urusan  Komunikasi  dan  lnformatika,
bidang urusam Kepegawaian, serta unit orgaLnisasi administrator yang secara
fungsional membidangi Anjab dan ABK.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai ber-1aku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 2 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES RETTOB
Diundangkan di Timika
Pada tanggal,  2 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIRA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

`,y

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP.19710523 2007011011
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(3)    Penyampaian hasil Anjab dan ABK kepada Menteri pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan sistem aplikasi elektronik.

(4)    Hasil  Penyusunan  Anjab  dan  ABK  dijadikari  dasar  dalam  penyusunan
Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan

BAB IX
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JABATAN

Pasal 14

(1)     Dala]n  rangka  penerapan   gooc{  gouer7'ra7tce  dan   czeci7t  goLJemcince,   serta
pengembangan    eEgoz;errmerLt    di    bidang    manajemen    kepegawalari    di
lingkungan pemerintah daerah, maka dapat dikembangkan sistem informasi
jabatan.

(2)    Sistem  informasi Jabatan  dapat dikembangkan  darl  diintegrasikan dengan
sistem informasi terkait kepegawaian.

(3)    Pengembangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanahan  oleh
Perangkat  Daerah yang membidangi urusan  Komunikasi  dan  lnformatika,
bidapeg urusar± KepegaIvaiaEn, serta unit organisasi administrator yaifeg secara
fungsional membidangi Anjab dan ABK.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pa8al 15

Peraturan Bupa-ti ifli mulal berlaku pada tanggal diufldangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 2 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd

JOHANNES RETTOB
Diundangkan di Timika
Pada tariggal,  2 Desember 2022

1].. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIRA
ttd

PETRUS YUMTE



I.   .`±   ,     .  I..   ±  .`].:

Lampiran Peraturan  Bupati  Mimika
Nomor   62   Tahun   2022
Tariggal, 2 Desember 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

A.   ANALISIS JABATAN
Seiring  dengan  bergulimya  Reforniasi  Birokrasi  di  Instansi  Pemerintah

Pnsat  dart  Pemerirltah  Daeral,  "aha  perfu  melakttkan  permbah&rman  dan
perubahan    mendasar   terhadap    sistem    penyelenggaraan    pemerintahan
terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi) , sumber daya manusia
aparatur dan ketatalaksanaan (business process). fujuan reformasi birokrasi
adalah membangun aparatur negara agar manpu mengemban nisi,  tugas,
dan  fungsi  serta  peranannya  masing-masing  secara  bersih,   efektif,   dan
efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam
kaitarlnya  dengan  penataan  kelembagaan,  kepegawaian,  dan  perencaman
pelatihan  dan  pendidikan,  penyusunan  sasaran  kelja,  penetapan  standar
kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawa§an, maka setiap instansi
wajib melakukan analsis jabatan.
Proses  pelaksanaan  analisis  jabatan  dilakukan  dengan  tahapan  sebagai
berikut:
1.   Persiapan :

a. perencanaan proses analisis jabatan.
b. pembentukan tim.
c. pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran.
d. penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya.
Pengumpulan Data Jabatan :
a. pengisian daftar pertanyaan.
b. wawancara.
c. observasi.
d. referensi.

3.   Pengolahan Data Jabatan :
a. penyusunan uraian jabatan.
b. penyusunan spesifikasi jabatan.
c. penyusunan peta jabatan.

4.   Verifidsa§i Jabatan :
Hasil    pengolahan    data    jabatan    diperiksa    kebenarannya    melalui
pengecekan   ulang   untuk   mengetahui   ada  tidalmya   hal  yang   perlu
diperbaiki terhadap informasi jabatan :
a.   identit.as  ja_batan  yang  berupa  nana  jabatan,  kode  jabatan,  1etak

jabatan, dan ikhtisar jabatan.
b.   nana jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas

isi  jabatan,  yang  berupa  sekelompok  tugas  yang  melembaga  atau
menyatu  dalam  satu  wadah jabatan,  tugas,  dan  fungsi  yang  sama
sebaiknya menggunakan nana jabatari yaflg sana.
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c.   kode  jabatan  adalah  kode  yang  merepresentasikan  suatu  jabatan,
yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.

d.   ikhtisar jabatarl  atau  r±r±gkasan  tugas  adalah_  ri_rlgk_a_sa_ri_  dari  tugas-
tugas  yang   dilakukan,   yang  tersusun   dalam   satu   kalimat  yang
mencerminkan pokok-pokok tugas j abatan.

e.   kualifikasi  jabatan  adalah  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh
pegawai untuk menduduki suatu jabatan,  agar dapat melaksanakan
tugas dengan baik.

f,    uralan tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan
upaya   pokok   pemangku  jabatan   dalam   memproses   bahan   kerja
menjadi  hasil  kerja  menggunakan  perangkat  kerja  dalam  kondlsi
tertentu.

9.   hasil kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
h.   bahan  kelja  adalah  masukan  yang  diproses  dengan  tindak  kerja

(tugas) menjadi hasil kerja.
i.    perangkat kelja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk

mengolah bahan keija menjadi hasil kerja.
j.    tanggunedawab     adalah     rincian     atas     segala     sesuatu     yang

dipertanggungjawabkan   kepada   pemangku  jabatan,   beserta   segi-
seginya.

k.   wewenang  adalah  hak  dan  kekuasaan  pemangku  jabatan  untuk
mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.

1.   syarat jabatan adalah pereyaratan minimal laln yafig dapat dipenuhi
oleh    pegawai    untuk    menduduki    suatu   jabatan,    agar    dapat
melaksanakan tugas dengan balk.

Hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan selanjutnya dipaparkan
kepada_ para pimpinan unit kerja yang meliputi peta jabatan, uralan jaba_tan,
dan  rekomendasi  hasil  temuan  lapangan  sebelum  ditetapkan  oleh  Pejabat
Pembina Kepegawaian.

Tabel Pengelompokan Informasi Jabatan

INFORMASI JABAT`AN

I. Identitas Jabatan Untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan jelas sesuai
dengan tugas dan fungsi;
1.    Nana Jahatan adalah sebHtan untuk memberi eiri dan

gambaran   atas   isi  jabatan.   Sekelompok   tugas   yang
melembaga  atau  menyatu  dalam  satu  wadah jabatan,
tugas  dan  fungsi  yang  sama  sebaiknya  menggunakan
nana jabatan yang sama (JPT Utama, JFT Madya, JFT
Pratama,    Administrator,    Pengawas,    Pelaksana,    dan
Jabatan Fungsional).

2.    K®de   Jabatan   adalah   kode   yang   merepresentasikari
suatu   jabatan,   yang   dibuat   untuk   mempermudah
inventarisa8i jabatan

3.    Unit   kelja   adalah   tempat   kedudukan  jabatan   yang
terlihat dalam susunan struktur organisasi, selanjutnya
tergambar dalam peta jabatan



11. Iktisar Jabatan Merupakan keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun
dalam 1 (satu) kalimat. Iktisar jabatan dirumuskan dari tugas
yang  paling  inti  atau   paling  esensi  dalam  jabatan  yang
bersangkutan.

IV. Kualifika8i Kualirika8i   yang   berkesesuian   dengan   tugas   dan   fungsl
Jabatan jabatan memuat minimal

1.     Pendidikan Formal
2.    Pendidikan dan pelatihan
3.    Pengalaman Kerja

IV. Tugas Pokok Paparan   atau   uraian   atas   semua   tugas   jabatan   yang
merupakan    upaya    pokok   yang   harus    dilakukan    oleh
pemegang jabatan  dalam  memproses  bahan  kerja  menjadi
hasil kelja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam
kondisi pelaksanaan tertentu

V. Hasil Ken.a Keluaran  (output)  kerja jabatan  dengan  ukuran  kuantitas,
kualitas, waktu dan/ atau biaya dapat berupa:
1.     Benda
2.    Jasa
3.    Informasi

VI. Bahan Kelja Masukan  (input)  kerja  yang  diperlukan  pemegang  jabatan
untuk memperoleh hasil kelja dapat berupa:
1.     Benda
2.    Jasa
3a     Irif®rmasi

VII. Perangkat Kerj a Alat    keria    yang    digunakan    pemegang   jabatan    dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dapat berupa
1.      SOP
2.    Peraturan
3.    Alat  Kelja  Lain  yang  tidak  termasuk  mesin,  perkakas

tangari dan perlengkapan
VIII Tanggung Jawab Tuntutan  jabatan   terhadap   kesanggupan   pegawai   untuk

menyelesaikan pekerjaan.
IX. wewefian8 Hak yang diffiiliki oleh  pefflafiglai jabatan ufituk ffiefigaffibil

suatu  tindakan  atau  keputusan  mengenai  suatu  hal  agar
tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, dengan
adanya   perumusan   yang  jelas   maka   dapat   dihindarkan
terj adinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.

X. Korelasi Jabatan Hubungan   ken.a   antara  jabatan   yang   dianalisis   dengan
jabatan  lainnya  terhait  dengan  pelak8anaan  fuga§ jabatan
baik  timbal  batik  maupun  searah,  baik  vertikal,  horizontal
maupun diagonal.

Xi. Kondisi Keadaan   tempat   jabatan   tersebut   melaksanakan   tugas
Lingkungan Keri a meliputi aspek lokasi ken.a, suhu, udara, luas ruangan] 1etak,

penerangan, suara, keadaan tempat kelja, dan getaran.
XII. Resiko Bahaya Potensi  kejadian  atau  keadaan yang  dapat  membahayakan

keselamatan   atau   kesehatan   secara   fisik   atau   kejiwaan
pegawai ketika melaksanakan tugas jabatan.

XIII Syarat Jabatan Syarat  minimal  yang  hafus   dimiliki  pegawal   ffieflduduki



jabatan
1. KeteranpilanKeria Menguasai penggunaan bahan pekerjaan

2. a. G, Inteligensia KemampuanBelajar SecaraUmum

b. V, Bakat Verbal Kemanpuan untukmemahaniartikatakatadanpenggunaannyasecaratepatdanefektif

C. N ,                 Bakat Kemampuan untuk
Numerik melakukan  operasiaritmatiksecaratepatdanafurat

d. S ,                 Bakat Kemanpuan
Pandan8 berpikir         seeara
Ruan8 visual       menge naibentukbentukgeometris,untukmemahamigambarganbardaribenda-bendatigadimensi

e. P' Bakat Kemampuan
Penerapan menyerap
Bentuk perincian-pericianyangberkaitandalamobjekataudalamganbarataudalambahangrafk

f. Q '                 Bakat Kemanpuan
Ketelitian meyerap   perincianyangberkallandalambabanverbalataudalamtabel

8. K' Kemampuan untuk
Koordina mengkoordinasikan
si mata   dan   tangan
Motorik secara   cepat   dancermatdalammembuatgerakanyangcepat.

h. F ,         Kecekatan Kemampuan
Jari menggerakkan  jarijemaridenganmudahdanperluketeranpilan



i. E,  Koordinasi Kemanpuan
Mata' menggerakkan
Tarlganj tangan    dan    kaki
Kaki secara    koordinatif8atusalnalainsesuaidenganrangsanganpenglihatanKemanpuanmemadukanataumembedakanberbagaiwannayangasli,yanggem-erlapan

j. Kemampuan Kemampuan
Membedakan memadukan    atau
Wama membedakanberbagal warnayangasli,yanggemerlapan

k. M' Kemampuan
Kecelakaan menggerakkan
Tangan tangan         denganmudahdanpenuhketeranpilan

3.I Temperame a. D,  Directing Kemanpuan
n Kerja Control menyesuaikan   diri

Planning menerima
(DCP) tan ggung       j awabuntukkegiatanmemimpin,mengendalikanataumerencanakan.

b. F,  Feeling Idea Kemampuan
Fact (FIF) menyesuaikan   diridengankegiatanyangmengandungpenafsiranperasaan,gagasanataufaktadarisudutpandanganPribadi

C. I,  Influencing Kemanpuan
(INFLU) menyesuaikan   diriuntukpekeljaan,seasory86JudgmeritalCrgterici(SJC)



pekeljaanmempengaruhioranglaindalanpendapat,sikapataupertimbanganmengenaigagasan

d. J,  Sensory dan Kemanpuan
Judgmental menyesuaikan   diri
Criteria (SJC) pada          kegiatanperbuatankesimpulanpenilaianataupembuatanperaturanberdasarkankriteriarangsanganinderaatauatasdasarpertimbanganpribadi.

e. M, Measurable Kemanpuan
and Verifiable menyesuaikan   diri
Creteria dengan       kegiatan
(MVC) penganbilanperaturan,pembuatan pertimbangan,ataupembuatanperaturanberdasarkankriteriayangdiukuratauyangdapatdiuji.

f. P,  Dealing with Kemanpuan
People menyesuaikan   diri
Kemanpuan dalaffi
menyesuaika berhubungan
n (DEPL) dengan  orang  lain1ebihdarihanyapenerimaandanpembuataninstruksi.

9. R,  Repetitive Kernanpuan
Continuous menyesuaikan   diri
diri dalan dalam         Kegiatan
(REPCON) kegiatan           yangberulang,atausecaraterus•mcncrus



melakukankegiatan      yangsamajsesuaidenganperangkatprosedur,umtanataukecepatantertentu.

h. S,  Performing Kemampuan
Under Stress menyesuaikan   diri
(PUS) untuk          bekelj adenganketeganganjiwajikaberhadapandengankeadaandarurat,kritis,tidakbiasaataubahaya,ataubekeriadengankecepatankeljadanperhatiandanterusmenerusmerupakankeselLruhanatausebagianaspekpekeriaan

i. T,  Set o/fLimits, Kemanpuan
Tolerance and menyesuaikan   diri
other standart dengan          s itu asi
(STS) yang  menghendakipencapaiandengantepatmenurutperangkatbatas,toleransiataustandar-standarteftentu.

J V,  Variety and Minat                Kerja
Changing Realistik
Conditions Kemampuan
IVARCH) menyesuaikan   diriuntukmelaksanakanberbagaitugas,aer-ingbergantidaritugasyangsatuketugasyanglainnyayang"berbeda"sifatnya,tanpakehilangan-efisiensiatau



ketenangan diri
4. Minat Kerja a Realistik Aktivitas           yangmemerhakanmanipulasieksplisil,t,eraturInvestigatifArtistikSosialKewirausahaanatausistematikterhadapobyek/alat/benda/mesin

I

b Investigatif Aktivitas           yangmemerlukanpenyelidikanobservasional,simbolikdansistematikterhadapfenomenadankegiatanilmiah

C Arstistik Aktivitas           yangsifatnyaanbigu,kreatif,bebasdantidaksistematisdalanprosespeneiptaanproduk/karyabenildisemi

d Sosial Aktivit as           yangbersifatsosialataumemerlukanketerampilanberkomunikasidenganoranglain

e Kewirausahaan Aktivitas          yangmelibatkanke8iatanpengelolaan/manajerialuntukpencapaiantujuanorganisasi.

f Konvensional Aktivitas          yang.UpayaFisikmemerlukanmanipulasidatayangeksplisit,kegiatanadministrasi,ru_tin_danklerikal.



5. Upaya fisik Upaya      fisik      merupakan      gambaran
penggunaan      anggota      tubuh      dalam
melaksanakan tugas j abatan. Penggq_naa±|
anggota  tubuh  dalam  upaya fisik  adalah
penggunaan mata, telinga, hidung, mulut,
tangan, jari, bahu, kaki, dan pinggang.
a. Berdiri Berada    di    suatutempatdalamposisite8akditempattanpapindahketempatlain.

b. Berjalan Mengangkatmembawabergerakdenganjalankaki.

C. Duduk Berada           dalamsuatutempatdalanpos±8idudukbiasa.

d. Mengangkat M enaikkan       ataumenurunkanbendadisuatutingkatketin8katlain(termasukmenarikkeatas)i

e. Membawa Memindahkanbenda,umumnyadenganmenggunakantangan,lenganataubahu.

f. Mendorong Menggunakantenagauntukmemindahkanbendamenjauhibadan.

9. Menarik MenggunakantenagauntukmemindahkanSuatubendakearahbadam(termasukmeyentakataumerenggut).

h. Memanjat Naik    atau    turuntan88a'tiang,1orongdanIain-lainden8anmenggunakan



kaki,   tangan   dankaki.

i€ Menyimpan Agar                 tidakimbangan/jatuhbadanmengaturwaktuimbanganberjalan,berdiri,membungkuk,atauberdiridiatastempatyangagaksempit,1icindantinggitanpaalatpegangan,ataumengaturimbanganpadawaktumenundukberlututmelakukanolahragasenam.

j. Menunduk MelengkungkantubuhdengancaramelekukkantulangpunggungdankakiMelengfungkanpaihakaki.

k. Berlutut Melengkungkanpahakakipadakakipadalututdanberdiamdisuatutempatdengantubuhdi.ataslutut.

I. Membungkuk Melengkungkantubuhdengancaramelengkungkantulangpuliggungsampaikira-kirasejajardenganping8an8.

in Merangkak Bergerak      denganmenggunakantangandanlututataukakidantan8an'

n. Menjangkau Mengulurkantangandanlengankejurtlsan.tertentu.

0. Memegang Dengan  satu  atau



dua               tanganmengukur,menggenggapmemutardanlainsebagalny&.

I

P. Bekerja    dengan Memungut,
Jari menjepit,  menekandanlainsebagainyadenganmenggunakanjari(berbedadengan"memegang"yangterutanamenggunakanseluruhbagiantangan).

q. Meraba Menyentuh  denganjariatautelapcktanganuntukmengetahuisifatbendaseperti,suhu,bentuk.

r. Berbicara Menyatakan     ataubertukarpikiranseearalisanagardapatdipahami.

S. Mendengar MenggunakantelingauntukmengetahuiadanyaSuara.

t. Melihat Menggunakanmatauntukmemandangataumemperhatikansesuatu.

u. Ketajaman,Jarak Kejelasan
Jauh penglihatan   dalanjaraklebihdari5meter.

V. K-etajanan Jarak Kej£1asan
Dekat penglihatan   dalamjarakkurangdari5meter.

W. Pengamatan Penglihatan   dalan
secara 3   dimensi,   untuk
mendalam menetapkanhubungan antarajarak,ruangsertacaramelihatbenda



dimana           bendatersebutberadadan+sebagainanaadanya.

X. Penyesuaian Penyesualan   lensa
lensa mata mata              untukmelihatsuatubendayangsangatpentingbilamelaksanakanpekerjaanyangperludenganmelihatbendadalanjafakdanarahyangberbeda.

y. Melihat  berbagai Membedakan  yang
Wama wama        terdapatdalampekeriaan.

Z. Luas M elihat           suatudaerahpandang,keatasdankebawahpandangataukekananataukekirisedangmatatetapberadadititiktertentu.

6. Kondi8iFisik a Jenis Kelanin

b. Umur
C. Tinggi Badan
d. Berat Badan
e. Postur Badan
f. Penampilan

7.

I

a. 80, Memasang Menyesuaikan
mesin mesin             untukmelakukansuatupekeljaantertentudenganmemasang,mengubahhomponenkomponennyaataumemperbaikimesinmenurutstandar.

b. Bl, Menggu.nakan
Mengeljakan anggota         badan
mesin atau          perkakasuntukmengeljakan,ffiemifldahkan



mengarahkan  ataumenempatkanc>byek.a_eeaTatepaEtsesuaidengan§tandaryangtelaliditetapkandengantoleransiyangkecil.

C. 82,  Menjalan Menghidupkan
mengontro menyetel,
1 mesin mengatur kerja danmenghentikanmesinsertame.nganatiberbagaialatpetunjukpadamesin.

d. 83, Menghidupkan,
Mengemudik menghentikan
n me ngatur        j alan
/menjalan me sin               atau
mesin peralatan         yangarahnyaharusdikemudikanuntukmeraprosesataumemindahkanbendaatauorang.Dalamfungsiinimesinsifatnyabergerakatauberjalan.

e. B4, Menggunakan
Mengerjakan anggo ta        badan ,
benda seperangkat      alat
den8an perkakas      tangan
tangan atau atau           alat -alat
perkakas khusus          un tukmengerjakan,menggerakkan,mengarahkanataumenempatkanbenda.

f. 85,  Melayani Mefignid-tipkan,
mesin menghentikan   danmengamatikerjamesinbesertaperalat-ya.

I

8. 86, Menyisipkan,
Memasukka memasukan,
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n'
mengeluarka
n barang
ke/dari
lnesin

mencelupkan
b arang             atau
menempatkan
bahan    ke    dalam
atau memindalikan
dari    mesin,    atau
dari          p eralatan
otomatis, atau yang
dilayani,  atau yang
dioperasikan     oleh
karyawan lainnya.

87,  Memegang Menggunakan
anggota        badan ,
perkak`as      tangan
atau                 alat ,
Memadukan     data
khusus  lain  dalani
mengerjakan,
memindahkan atau
membawa benda.

Memaduka
n data

Menyatukan    atau
memadukan    hasil
analisis data untuk
menemukan    fckta
menyusun
karangan         atau
mengembangkan
konsep,
pengetahuan,
interprestasi,
menciptakan
gagas an       dengan
menggunakan
imajinasi.

D1,   Mengkoor
di`nasi d`ata

Menentukan
Waktu, tempat atau
urutan         op erasi
yang                akan
dilaksanakan   atau
tin dakan          yang
harus           diam.bil
berdasarkan    hasil
anali sa            data,
melaksanakan
ketentuan        atau
melaporkan
kejadian      dengan
cara   menghubung
hubungkan



mencari         kaitansertarnemt]aLndingkandatasetelahdatatersebutdianalisa.

k. D2,  Menganalisis Mempelajari,
data mengurangi,merinci      d anmenilaidatauntukmendapatkankejelasan,ataumenyajikantindakanalternatif.

1: b'3,-  Menyusuri nd-6rigeijiran;I  "-'  -`
data menghimpun   ataumengelompokkantentangdata,orangataubenda.

in. D4,  Menghitung Mengerjakan
data perhitunganaritmatika,(tambah,kurang,ba8i)

n. D5 ,         Menyalin Menyalin, mencatat
data atau memindahkandata

0. D6, Mengidentifikasika
Membanding n  persamaan  atau
a n data perbedaan         sifatdata,orangataubendayangdapatdiamatisecara1angsung,sertasecarafisik,dansedikitsekalimemerlukanupayamental.

P. 00, Menasehati Memberibimbingan,    saran,k®nsul`tasiataunasehatkepadaperoranganatauinstansidalampemecahanmasalahberdasarkandisiplinilmuispiritual,atauprinsipprimsip



keahlian lainnya.
q. 01, Berunding Menyelesaikanmasalahtukarmenukardanberadupendapal,argumen,gagasan,denganpihaklainmembuatkeputusan.

r. 02, Mengajar Melatih  orang  laindenganmemberikanpenjelasan,peragaan,bimbinganteknisataumemberikanrekomendasiatasdasardisiplinyangbersifatteknis.

S. 03, Menyelia Menentukan    ataumenafsirkanprosedurkelja.membagitugas.menciptakandanmemeliharahubunganyangharmonisdiantarabawahandanmeningkatkanefisiensi.

t. 04, Menghiburi Menghibur     oranglain.Biasanyamenggunakanmediapanggung,fflm,televisidanradio

u. 05, Mempengaruhi
Mempengaruhi orang   lain   untukmemperolehkeuntungandalanbenda,jasaataupendapat.

V. 06, Berbicara         atau
Berbicara memberi         tanda
memberi kepada   orang  lain
tanda untuk       meminta ,memberiinformasiatauuntukmendapatkan



tanggapan        ataureaksiyangsifatrryatidakkonseptual

•W. 07, Memenuhi
Melayan kebutuh an       atau
i orang permintaan    oranglainatauhewan,baikyangdinyatakanatauyangtidaklangsungdinyatakantetapharusdilaksanakanmenurutketentuan.Fulngsiinidiperlukanpengetahuandanketeranpilankhususuntukmelaksanakannya.

X. 08, Membantu
Menerim melaksanakan
a k_eria    berd_a_sa_rkan
instruksi p erintah       atasanyangtidakmemerlukantan88apan

XIV Prestasi Kerja Prestasi Kelja yang diharapkan bernilai baik dan sangat baik
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

XV. Kelas Jabatan Tingkatan  pangkat  jabatan   sesuai   dengan   bobot  jabatan
tanggung   jawab   yang   telah   ditetapkari   oleh   peraturan
perundang=undangan.

8.     ANALISIS BEBAN KERJA

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif mertiadi tuntutan
di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala
bidang+    K€nyataan    tersehat    ment=ntut    pr®fesi©nalisme    8Hmber    daya
aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang
teljadi  saat ini  bahwa profesionalisme yang diharapkan dari  sumber daya
aparatur belum sepenuhnya terwujud.

Salah  satu  penyebab  utamanya karena  teriadi  ketidaksesuaian  antara
kompetensi pegawal dengan jabatan yang diduduhirrya. Ketidaksesualan itu
disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum
proporsional.    Demikian    pula,    pendistribusian    pegawai   masih   belum
mengacu  pada  kebutuhan  nyata organisasi,  dalam  arti  belum  didasarkan
pr_da  beb@_n   kelja  onganisa_si.   Mer`_1.I.in_pi_I_k_n_ya  pega_wa_i   di   sati_I_   1_I_a_it   taripa_
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pekerjaan  yang  jelas  dan  kurangnya  pegawai  di  unit  lain  merupakan
kenyataan dari permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi
cenderupg t±dak berdasarka±± kebutuha_ri nyata,  dal_a_in arti_ Qrgap_i_sa_si_ yang
dibentuk terlalu besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian
tujuan organisasi tidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan  analisis  beban  kerja  pada  hakikatnya  diharapkan  agar
dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan
efisiensi   serta   profesionalisme   sumber   daya   manusia   aparatur   yang
memadal  pada  setiap  instansi  serta  mampu  melaksanakam  tugas-tugas
umum  pemerintahan  dan  pembangunan  secara  lancar  dengan  dilandasi
semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Selaln itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu
tolok  ukur  bagi  pegawai/unit  organisasi  dalam  pembagian  tugas  serta
melaksanakan   kegiatannya,   yaitu   berupa   fiorma  'waktu   peflyelesaian
pekerjaan,  tingkat  efisiensi  kelja,  dan  standar  beban  kerja  dan  prestasi
kerja,  menyusun  formasi  pegawai,  serta  penyempurnaan  sistem  prosedur
kerja dan manajemen lainnya.

Has€l   analisis   beban   kerja_  jnga   dapat   dija.d€kan   tolok   ukur   untHk
meningkatkan  produktivitas  kerja  serta  langkah-langkah  lainnya  dalam
rangka  meningkatkan  pembinaan,   penyempurnaan  dan  pendayagunaan
aparatur  negara  baik  dari  segi  kelembagaan,  ketatalaksanaan  maupun
kepegawaian.  Upaya  tersebut  dapat  dicapai  melalui  pelaksanaan  analisis
beban ken.`a pada setiap ufiit organisasi di linginmgan instansi pemerintah
secara konsisten dan berkesinambungan.

1.   Aspek = Aspek Dalam Analisis Beban Kelja
a.   Norma  Waktu   ovariabel  Tetap)   Waktu  yang  dipergunakan  untuk

menghasilkan/menyele§aikan pro-duk/h.asil ken.'a adalafi relatif tetap
sehingga  menjadi  variabel  tetap  dalam  pelaksanaan  analisis  beban
kerja.  Norma waktu perlu  ditetapkan  dalam  Standar Norma Waktu
Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma
waktu tersebut berubah.
Perubahan Norma Waktu dapat terjadi karena :
1)     Perubahan kebijakan
2)     Perubahan peralatan
3)     Perubahan kualitas SDM
4)     Perubahan organisa.si, sisterm dan pros..edur.

b.   Volume  Kerja  ovariabel  Tidak  Tetap)  Volume  kerja  diperoleh  dari
target  pelaksanaan  tugas  untuk  memperoleh  hasil  kelja  /produk.
Setiap    volume    kerja   yang    berbeda    beda    antar   unit/jabs_tan
merupakan  variabel  tidak  tetap  dalam  pelaksanaan  analisis  beban
kerja.
Contoh :
1)    Salah  satu  tugas  Kepala  Seksi  Inventarisasi  Jabatan  adalah

ffieffibuat  lapofan kegiatafi  Kepala  Seksi lfiv€fltari§asi JabataLfl.
Tugas ini adanya seminggu sekali. Misal Hari kelja Efektif dalam
1  tahun  untuk  5  hari kelja  =  235  hari.  Maka jumlah volume
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kerja  untuk  tugas  membuat  laporan  kegiatan  dalam  1  tahun
adalah 235 : 5 = 47, satuannya frekuensi.

2)     'Il±gas  rr±ernbuat  laporan  bulanan,   tu€as  in_i  ad_anya_   I  bu.1a.n_
sekali. Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan
bulanan  dalam  1  tahun  adalah  235  :  20  =  11,75  dibulatkan
menjadi 12, satuannya frekuensi.

c.   Jam  kelja  Efektif  Untuk  dapat  melakukan  analisis  beban  keria
secara   baik   dan   benar,   terlebih   dahulu   perlu   ditetapkan   alat
ukufnya,    sehingga    pel'aksanaannya    dapat    dilakukafl    seeara
transparan. Keterbukaan/transparansi ini sebagai suatu syarat agar
pelaksanaan   analisis   beban   kelja   dapat   dilaksanakan   secara
obyektif,  sehingga  laporan  hasil  analisis  beban  keija  benar-benar
akurat dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Kriteria suatu  alat ukur
yaitu :
1)   Valid,   artinya  alat  ukur  yang  akan  dipergunakan  mengukur

beban kerja sesuai dengari material yang akan diukur;
2)   Konsisten,  artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus

konsisten dari waktu ke waktu;
3)   Universal,  artinya  alat  ukur  harus  dapat  dipergunakan  untuk

mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak
ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau
hasil kerja.

Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam pelaksanaan analisis
beban kelja yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kelja
efektif yang  harus  diisi  dengan  tindak  kerja  untuk  menghasilkan
berbagal  produk  balk -yarig  bersifat  kofikrit  (benda)  atau  ab§trak
0.asa),  Dalaln  Keputusan  Presiden  Nomor  68  Tahun  1995  tentang
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah telah ditentukan jam
kerja instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk
yarig   5   {1ima)   hari   keria   ataupun   yang   6   (enam)   hari   kerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung hari kerja dan jam
kerja   efektif   yang   akan   digunakan   sebagai   alat   ukur   dalam
melakukan analisis beban kerja.

Contoh Perhituflgan 1
a)   Hari  ker].a  efektif adalah jumlah  hari  dalam  kalender  dikurangi

hari libur dan cuti
1)   Untuk 5 Hari kerja :

T   ,Jumlah Hari Per minggu 365
-   Libur Sabtu-Minggu 104 hari
-   Libur resmi 14 hari -Cuti 12 hari
5   Jumlah hari libur 130 hari
-   Hari keq.a efektif 365 hari dikurangi jumlah hari libur  130

hari ± 235 hari.

2)   Untuk 6 Hari kerja :
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-     Jumlah Hari per minggu 365
-     Libur Minggu 52 hari
-     Liburresmi l4hari
-     Cutil2hari
-    Jumlah hari libur 78 hari
-     Hari kelja efektif 365 hari dikurangi jumlah hari libur 78

hari = 287 hari.

b)   Jam  kerja  Efektif  adalah  jumlah  jam  kerja  formal  dikurangi
dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekelja /cizzo"cmce)
sepelti is`tirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagalnya.
AZzotucznce rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal.
1)   Jam kerja per minggu

-     |Jam kerja formal per minggu = 37jam 30 menit.
-     Jam  kerja  efektif  per  minggu  (dikurangi  waktu  luang

300/o)= 70°/o x 37 jam 30 menit = 26,25 jam di bulatkan 26
jam 30 menit

-    Jam kerja tidak efektif per minggu 37 jam 30 menit =  26

jam 30 menit = 11 jam
2)   Jam kerja per hari

a)   5 harikelja
-   Jam kerja formal per hari =  37 jam 30 menit :  5 =  7,5

dibulatkan = 7 jam 30 menit.
-   Jam kerja efektif per hari =  26 jam 30 menit  :  5 = 5,30

dibulatkan = 5 Jam 30 menit.
-   Jam  kerja  tidak  efektif  per  hari  =11  Jam  :  5  =  2,20

dibulatkan = 2 Jam
b)   6 harikelja

-   Jari kerja 'formal p-er hari = 37 jam 30 menit :  6 = 6,25
dibulatkan = 6 jam 30 menit.

-   Jam kerja efektif per hari = 26 jam 30 menit :  6 = 4,41
dibulatkan = 4 Jam 30 menit

-   Jam  kerja  tidak  efektif per  hari  =   11  Jam  :  6  =  1,83
dibulatkan = 2 jam 39

3)   Jam kerja per Tahun
a)   Jam ker).a formal

-   5  hari  kerja  =  235  hr  x  7  jam  30  menit/hr  =   1.715
dibulatkan a 1.700 jarli

-   6  hari kerja =  287  hr x  6 jam  30  menit/hr  =  1.808  di
bulatkan = 1.800 jar

b)   Jam kelja Efektif
-   5  hari  kerja  =  235  hr  x  5  jam  30  menit/hr  =   1.245

dibulatkan =  1.250 jam
-  6 hari kerja = 287 hr x 4 jam 30 menit/hr =  1.234 jam

dibulatkan =  1.250 jam.
c)   Jam kelja Tidak Efektif

-   5 hard ken.a = 235. hr -x 2 jam/hi = 470 jam
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-   6 hari kerja = 287 hr x 2 jam/hr = 574 jam. Jam kerja
efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dari beban
kerja yam`g diha_ail_k_a±± setiap u_r±.±t k_eja_/j abe_ta±i_

2.   Teknik    Pelaksanaan    Analisis    Beban    kelja    Analisis    beban    keria
dilaksanakan secara sistematis dengari tahapan sebagai berikut:
a.   Perigumpulan Data Beban kelj`a

Sebelum melakukan pengumpulan data, para Tim harus melakukan
pengkajian organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai:
1)   Tugas pokok dan fungsi
2)   Rincian tugas; dan
3)   Rincian kegiatan.
S etelah       melakukan       pengkaj ian       organisasi ,       pelaks anaan
pengumpulan data dapat dilakukan dengan :
1)   Kuesioner;
2)   Waw-afieara;
3)   Obeservasi.

b.  Aspek  =  Aspek  dalam  perhitungan  dalam  menghitung  kebutuhan
pegawai  terdapat  3   (tiga)  aspek  pokok  yang  harus  diperhatikan.
Ketiga aspek tersebut adalah:
a)   Beban Kerja

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk
perhitungan.   Beban   kelja   perlu   ditetapkan   melalui   program
program  unit  kelja yang  selanjutnya  dijabarkan  menjadi  target
pekerjaan untuk setiap jabatan.

b)   Standar Kemampuan Rata-Rata
Standar kemampuan rata=rata dapat berupa standar kemampuan
yang  diukur  dari  satuan  waktu  yang  digunakan  atau  satuan
hasil.  Standar  kemampuan  dari  satuan  'waktu  disebut  dengafi
Norma Waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil
disebut dengan  Norma Hasil.  Norma waktu adalah  satu  satuan
waktu  yang  dipergunakan  untuk  mengukur  berapa  hasil  yang
dapat diperoleh. Rumusnya adalah:

NORMAWAKTU   =
Orang x Waktu

Ha5il

Contoh :
Pengolah Data dalam mengentry data dalam waktu  1 Jam dapat
menghasilkan  berapa  lembar  entry  (misalnya  5  entry).  1  0rang
Pengolah Data x 1 jam

NORMAWAKTU
1 0rang Pengolah Data  x  1 Jam

5 entry data
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Dari  coritoh  tersebut dapat  ditetapkan  bahwa  rata-rata standar
kemampuan seorang Pengolah Data adalah  1 Jam menghasilkan
5   entry   data.   Norma  hasil   adalah   satu   satuan   hasil   dapat
diperoleh dalam waktu berapa lalna. Rumusnya adalah:

N O R M A W A K T U   --
Orang  x Waktu

Hasil

Contoh :
Analisis Jabatan untuk menghasilkan  1 uraian tugas diperlukan
waktu berapa lama untuk menyelesaikannya (misalnya 2 Jam).

NORMAWAKTU
1 Uraian Tugas

1 Analis Jabatan x 2 Jam

contoh   tersebut   dapat   ditetapkan   bahwa   rata-rata   standar
kemampuan   seorang  Analis   |Jabatan   untuk   menghasilkan   1
uralan tugas diperlukan waktu 2 Jam.

c)   Waktu ketia
Waktu  kerja yang  dimaksud  di  sini  adalah waktu  kerja  efektif,
artinya waktu keria yang secara efektif digunakan untuk bekerja.
Waktu kelja Efektif terdiri  atas  HARI  KERJA EFEKTIF dan JAM
KERJA EFEKTIF.

1)   Hari   kerja   efektif   adalah   jumlah   hari   dalam   kalender
dikurangi   libur  dan   cuti.   Perhitungannya  adalah   sebagai
berikut :
Jml. Hafi menurut kalender
Jml. Hari minggu dalam 1 Tahun
Jml. Hari Libur dalarn 1 Tahun
Jumlah libur dalani 1 Tahun
Hari Libur dan Cuti
Hari Kerja Efektif

...  Hari

...  Hari

...  Hari

. . .  Hari

...  Hari

. . .  Hari

Catatan :
Hari  libur  dapat  berupa  hari  libur  nasional  dan  hari  libur
kedaerahan.   0leh  karena  itu,  bagi  tiap-trap  daerah  dapat
menghitung sendiri hari libur kedaerahannya.

2)   Jam  ken.a  efektif adalah jumlah jam  kelja  formal  dikurangi
dengan   waktu   kerja   yang   hilang   karena   tidak   bekelja
(allowanc`e)  s`eperti i'stirahat makan, melepa§ lelah, buang air,
dan   sebagainya.   AZzotucince   diperkirakan   rata-rata   sekitar
30  %  dari jumlah jam  kerja formal.  Dalam menghitung jam
kelja efektif sebaiknya digunakan ukurari 1 minggu.
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Contoh menghitung jam kerja efektif :

37,5 jamJumlah    jam    kerja    formal     1
minggu

Jumlah    jam    ken.a    efektif     1 70%  X  37,5   =   26  Jam  25
minggu menit

Jumlah   jam   allowance   jam    1 30%  X  37,5   =   11   Jam   25
minggu menit

Jumlah jam kerja formal per hari dalam 5 hari adalah 37,5 : 5
- 7'5 jam.

c.   Metode perhitungan Kebutuhan pegawai
Dalam    menghitung    kebutuhan,    banyak    metode    yang    dapat
diperguHakan.   Namufl   demikian,   dalam   pedcrman   ini   disajikari
metode   yang   sederhana   yang   memungkinkan   dapat   memberi
kemudahan   bagi  instansi  menggunakannya.   Metode  perhitungan
kebutuhan pegawai yang dipilih adalah metode beban kerja yang di
identifikasi dari :
1)   Pendekatan Hasil kerja

Hasil  kerja adalah  produk  atau output jabatan.  Metode  dengan
pendekatan  hasil  kerja  adalah  menghitung  kebutuhan  dengan
mengidentifikasi beban ken.a dari hasil kerja jabatan.  Metode ini
dipergunakan  untuk  jabatan  yang  hasil  keffa  nya  flsik  atau
bersifat   kebendaan,   atau   hasil   kelja   non   risik   tetapi   dapat
dikuantifisir.  Perlu  diperhatikan,  bahwa  metode  ini  efektif dan
mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerja nya hanya satu
jenis. Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan
adalah:
a)   wujud hasil kerja dan satuannya;
b)  jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang

harus dicapai;
c)   standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.

Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah :

Jumlah Hasil Kerja (Beban Kerja)
Standar Kemampuan Rata - rata

2)   Pendekatan objek Kelja

-10rang
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Objek  kerja  yang  dimaksud  disini  adalah  objek  yang  dilayani
dalam  pelaksanaan  pekeljaan.  Metode  ini  dipergunakan  untuk
jabatan yang beban kejanya bergantung dari jumlah objek yarig
harus dilayani. Metode ini memerlukan inforlnasi :
a)   wujud objek kerja dan satuan;
b)  jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang

harus dilayani.
c)   standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kelja.

Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah :

]umlah Objek Keria (Behan Kertya)
Standar Kemampuan Rata - rata

-10rcmg

3)   Pendekatan peralatan Ken.a
Peralatan kelja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja.
Metode   ini   digunakan   untuk  jabatan   yang   beban   kerjanya
bergantung   pada   peralatan   keljanya.   Dalarn   menggunakan
metode ini, informasi yang diperlukan adalah:
a)   satuan alat kelja;
b)  jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat keria;
c)   jumlah alat kelja yang dioperasikan;
d)   rasio jumlah pegawai perjabatan per alat ketia (RPK);
e)    pergantian jam kerja a.aga).

Rumus perhitungannya adalah :

Jumlah Peralatan Kerja (Beban Kerja)
Rasio Penggunaan Alat Kerja

-20ramg

4)   Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan
Metode ini adalah metode untuk menghitung kebutuhan pegawai
pada jabatan yang  hasil  kerjanya  abstrak  atau  beragan.  Hasil
beragam  artinya  hasil  ken.a  dalam  jabatan  banyak  jenisnya.
Informasi  yang  diperlukan   untuk  dapat   menghitung  dengan
metode ini adalah:
a)   uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tuga8;
b)   waktu penyelesaian tugas;
c)   jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.

Rumusnya adalah :

Beban Kerja x Waktu penyelesaian
Waktu Kerja Efektif

-10rang
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Setelah semua proses kegiatan analis jabatan dan analisis beban kerja
selesai,   untuk   keperluan   dokumentasi   dan   laporan   agar   dapat
didayagunakan  dan  dimamfaatkan,   maka  diperlukan  wadah  sistem
dokumentasi    penggunakan    aplikasi.    Untuk    proses    pelaksanaan
pengunaan aplikasi diperlukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. menetapkan peta jabatan;
b. menetapkan volume kegiatan;
c. menetapkan standar waktu kerja;
d. membuat kode jabatan;
e. memasukkan data dalam aplikasi; dan
f.  menyampaikan hasil kepada instansi terkalt.

F`ORMULIR APLIRASI HASIL ANALISIS JABATAN DAN
ANALIS BEBAN KERJA

INFORMASI JABATAN

1.    NAMA JABATAN
2.   KODE JABATAN
3.   UNIT KERJA

a.   JPT pratama
b.   Administrator
c.   Pengawas
d.   Pelaksana
e.   Jabatan fungsional

4.   IKHTISAR JABATAN
5.    KUALIFIKASI JABATAN

a.   Pendidikan Formal
b.   Pendidikan & Pelatihan
c.   Pengalaman kerja

6.   TUGAS POKOK
NO URAIAN HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN

TUGAS KERJA HASIL PENIELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI
1

2



3
JUMLAH

JUMIAH PEGAWAI

Catatan : Hanya tugas pokok jabatan yang diisikan

7.   HASIL KERJA
8.   BAHAN KERJA

NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAMTUGAS

1

Dst

9.   PERANGKAT KERJA

NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAMTUGAS

1

Dst

10.   TANGGUNGJAWAB   :

TNo URAIAN
1

Dst

11.WEWENANG      :

NO URAIAN
1

Dst

12.   KORELASI JABATAN :

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA /INSTANSI DALAM HAL

1

Dst

13.  KONDISI LINGKUNGAN KERJA :

NO ASPEK F`AKTOR
1

Dst

14.       RESIKO BAHAYA
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I)   Jenis Ke±amin
2)   Umur
3)   Tinggi Badan
4)   Berat Badan
5)   Postur Badan
6)   Penampilan

Plt. BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES RETTOB

15.       SYARAT JABATAN
a.   Keterampilan kerja
b.   Bakat kerja
c.   Temperamen keria
d.   Minat Kerja
e.   Upaya Fisik
f.    Kondisi Fisik

16.        PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN

17.        KELAS JABATAN


